BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan
penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kelalaian Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan
terhadap produk skincare yang mengandung bahan berbahaya dapat
berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan
pengawasan yang dilakukan oleh BPOM tidak hanya bersifat administratif,
namun juga melekat padanya kewajiban hukum untuk memastikan produk
yang beredar tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal kelalaian
terbukti menimbulkan kerugian atau membahayakan kesehatan publik,
maka prinsip functioneel daderschap dalam hukum pidana Indonesia dapat
diterapkan untuk menjerat institusi atau pejabat yang bertanggung jawab
secara fungsional atas terjadinya kelalaian tersebut.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, lembaga negara seperti
BPOM memang bukan kategori subjek hukum pidana secara langsung
seperti individu atau badan hukum privat. Pada BPOM, apabila dalam
struktur organisasinya terdapat pejabat atau unit tertentu yang terbukti lalai
secara  fungsional dan  kausal dalam  pengawasan,  maka
pertanggungjawaban pidana dapat diarahkan kepada individu pelaksananya.
Delik kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, maupun prinsip
tanggung jawab pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, memberikan dasar normatif

untuk menilai kelalaian tersebut dari aspek pidana.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, penulis memberikan
beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segara menyusun regulasi
Khusus yang mengatur secara tegas pertanggungjawaban pidana bagi
lembaga negara, seperti BPOM, dalam hal terjadi kelalaian yang berdampak
serius terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini dapat mencakup pengaturan
mekanisme pembuktian, jenis sanksi pidana institusional, dan tanggung
jawab fungsional pejabat terkait.

2. BPOM harus melakukan reformasi internal secara menyeluruh, termasuk
peningkatan pengawasan berbasis risiko, transparansi sistem serta
penguatan sumber daya manusia dan teknologi. Pengawasan tidak boleh
hanya administratif dan pasif, melainkan proaktif dan responsif terhadap
dinamika pasar serta inovasi produk skincare. Evaluasi menyeluruh
terhadap proses perizinan dan post-market surveillance harus menjadi
prioritas untuk menutup celah yang memungkinkan produk berbahaya

beredar di masyarakat.
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